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PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR  72/PMK.03/2010 
TENTANG 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN 

ATAS BARANG MEWAH 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 
Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2010, No.155 2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI  DAN PAJAK PENJUALAN 
ATAS BARANG MEWAH. 

BAB I 
UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang 

selanjutnya disebut Undang-Undang KUP, adalah Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009. 

2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disebut 
Undang-Undang PPN, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009. 

3. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak 
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Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. 

4. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak 
berdasarkan Undang-Undang PPN. 

5. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 

6. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

7. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat 
keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan 
Pajak untuk Wajib Pajak Tertentu.  

8. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak 
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa 
Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. 

9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu 
jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. 

Pasal 2 
(1) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 

lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan Pajak 
yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.  

(2) Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4a), ayat (4b) dan ayat 
(4c) Undang-Undang PPN; atau 

b. Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang 
tergolong mewah yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
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ayat (3) Undang-Undang PPN, dalam hal ekspor Barang Kena Pajak 
yang tergolong mewah. 

(3) Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas 
kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada akhir tahun 
buku. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(3), atas kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh: 
a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak 

Berwujud; 
b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak 
Pertambahan Nilai; 

c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya 
tidak dipungut; 

d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud; 

e.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; 
dan/atau 

f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN. 

(5) Bagi Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang dikecualikan dari 
kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tahun kalender. 

Pasal 3 
(1) Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian 

kelebihan Pajak dengan menggunakan: 
a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang 

mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak 
dengan cara mengisi kolom "Dikembalikan (restitusi)"; atau 

b. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" 
dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi 
atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan 
Pajak. 
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(2) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan 
pengembalian kelebihan Pajak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak 
berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) 
Undang-Undang PPN juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak kriteria 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP 
atau sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP, Pengusaha 
Kena Pajak tersebut diperlakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko 
rendah. 

(3) Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukan kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. 

(4) Permohonan pengembalian kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak. 

Pasal 4 
(1) Permohonan pengembalian kelebihan Pajak dapat diproses melalui 

penelitian atau  pemeriksaan.   
(2) Penelitian dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan Pajak 

yang diajukan oleh: 
a. Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17C Undang-Undang KUP; 
b. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP; atau 
c. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. 
(3) Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan 

Pajak yang diajukan oleh  Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

BAB II 
PENELITIAN 

Pasal 5 
Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan 
pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus menerbitkan Surat 
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.  
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